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PRAKATA 


uji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat-Nya penulis dapat melaksanakan revisi atas buku yang 
berjudul Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Kredit Konsumer dalam 
Perjanjian Kredit Bank, disesuaikan dengan kondisi saat ini di mana akses 
perkreditan merupakan salah satu indikator dalam program setiap negara 
dalam menumbuhkan dan meningkatkan investasi sesuai program ease of 
doing business. 


Iklim kemudahan berusaha atau ease of doing business tercipta ber- 
kaitan ketika dunia ini menjadi satu pasar, berakibat pada semakin kuatnya 
interpedensi atau saling ketergantungan antara satu negara dengan negara 
lainnya yang sama-sama mempunyai kedaulatan nasional. Jadi yang sebenarnya 
terjadi bukanlah satu negara tergantung pada negara lainnya, melainkan 
suatu situasi dan kondisi di mana semuanya saling memerlukan untuk mem- 
pertahankan keseimbangan politis, ekonomis dan tentu pula dalam rangka 
pemenuhan kepentingan masing-masing negara!. 


Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program peme- 
rintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikan 
tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan- 
kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan 
merupakan bagian dari pembahasan penulis dan dilengkapi dengan berbagai 
pemahaman tentang pengertian kredit dan pengetahuan-pengetahuan yang 


1 Rusdin. Bisnis Internasional dalam Pendekatan Praktik. Jilid 1. (Bandung: Alfabeta, 2002), 
him. 34. 
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patut dimiliki dan dipahami baik oleh pelaku usaha bank, regulator, pebisnis, 
kalangan praktisi dan penegak hukum (notaris, advokat, hakim, jaksa, dan 
lainnya) dan masyarakat pada umumnya. 

Buku revisi ini berjudul Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam 
Perjanjian Kredit Bank, yang penulis sajikan untuk memenuhi kebutuhan 
pustaka hukum, khususnya di bidang hukum perbankan. 

Penulis menyadari benar dalam penulisan dan pemaparan masih terdapat 
berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan 
masukan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan buku 
ini dan dapat memberikan sumbangsih dalam referensi tentang perkreditan. 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada penerbit Sinar Grafika yang bersedia 
menerbitkan naskah ini dan memasarkan buku secara nasional. 

Dengan diterbitkannya buku ini, mudah-mudahan dapat memberikan 
wacana pemikiran dan forum diskusi dalam membentuk pemikiran dan 


mengembangkan doktrin-doktrin baru dalam bidang perbankan. 


Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi masyarakat. 


Bandung, September 2019. 


Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum. 
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PENDAHULUAN 


ermasalahan perbankan bergulir tiada henti, sejak Indonesia menggagas 

liberalisasi perbankan di tahun 1988 hingga terpuruknya dalam krisis 
ekonomi dan perbankan yang berkepanjangan sampai saat ini merefleksikan 
bagi kita semua bahwa demikian eratnya kaitan antara kesehatan bank dengan 
kebijakan moneter. 


Kebijakan moneter untuk mencapai sasaran kestabilan, atau lebih luas 
lagi kebijakan ekonomi makro untuk pencapaian berbagai sasaran secara 
berimbang, tidak dapat efektif secara berkelanjutan (suitainable) kalau tidak 
didukung oleh sistem perbankan yang sehat. 


Menuju sistem perbankan yang sehat merupakan langkah pembenahan 
yang harus dilakukan agar segera dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan. 
Upaya menciptakan perbankan yang sehat dilandasi oleh prinsip-prinsip 
sebagai berikut. 


1. Kesehatan bank pada dasarnya adalah tanggung jawab pemilik dan 
pengelola bank, akan tetapi kesehatan sistem perbankan harus menjadi 
perhatian kebijakan umum. 

2. Kesehatan perbankan terkait sangat erat dengan efektivitas kebijakan 
ekonomi makro. 

3. Sistem perbankan yang sehat harus mencakup struktur yang mendorong 
terciptanya praktik perbankan yang sehat (internal governance), disiplin 
pasar serta pengaturan dan pengawasan bank yang ketat. 


1 Soedradjad Djiwandono, Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, 
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.132. 
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4. Kerjasama dan koordinasi internasional yang dapat mendorong tercip- 
tanya keuangan dunia yang kokoh dan sehatnya sistem perbankan nasional. 


Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas dan menarik pelajaran 
yang sangat berharga dari krisis perbankan yang terjadi, prinsip yang per- 
tama, di mana kesehatan bank adalah menjadi tanggungjawab pemilik dan 
pengelola bank dan di sisi lain sistem perbankan harus menjadi perhatian 
kebijakan umum, merupakan hal yang cukup memprihatinkan. 


Keberadaan bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan 
perekonomian, di mana terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, 
tabungan, investasi, dan lain-lain. Ketiga kegiatan tersebut masing-masing 
melibatkan adanya perputaran uang. Kebutuhan akan perputaran uang agar 
kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar disadari Pemerintah Indonesia, oleh 
karena itu selanjutnya didirikanlah lembaga intermediasi yang disebut bank. 


Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, diperlukan adanya peraturan yang secara khusus mengatur 
tentang perbankan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan sebagai upaya menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: 


“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. 


Fungsi bank adalah sebagai perantara keuangan (financial intermediaries), 
sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran 
perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (Joanable funds) dari 
penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit 
defisit." Kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga keuangan antara 


lain berupa: (1) menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit 

2 Ibid., him. 140 mengutip pendapat dari Carl Johan Lindgren Jet.all, Bank Soundness and 
Macro-economic Policy, Washington DC: International Monetary Fund, 1996, hlm.5. 

3 T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm.46. 


4 Johanes Ibrahim, Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit 
Bermasalah, Bandung: Penerbit Aditama, 2004, hlm. 1. 
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berupa menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, 
deposito berjangka dan rekening giro, (2) menyalurkan dana dari masyarakat 
dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit, dan (3) melancarkan 
transaksi perdagangan dan pembayaran uang dalam valuta asing.” Dari ketiga 
kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan, kredit perbankan merupakan 
salah satu fasilitas bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat yang memerlukan dana. 


Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per- 
bankan menyebutkan bahwa: 


“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." 


Perkembangan kredit perbankan saat ini cenderung mengabaikan prinsip 
kehati-hatian (prudential banking) dengan sasaran mencapai volume kredit 
yang tinggi untuk mendapatkan profit semata. Sasaran yang dicapai adalah 
meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan 
usaha yang sehat. Di sisi lain kebijakan umum di bidang perkreditan masih 
merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constiduendum) dalam Rancangan 
Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. 


Promosi yang dilakukan oleh bank dalam meraup pangsa pasar dengan 
menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, 
baik bagi modal kerja, investasi, atau yang bersifat konsumtif. Di sini bank 
berperan dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi. 


Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi 
sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara 
bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu 
hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan 
mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan 
uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Ber- 


5 Johannes Ibrahim, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Bandung: 
Utomo, 2004, hlm. 27. 

6 M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007, hlm. 2. 
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dasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari 
masyarakat untuk ditempatkan di banknya, dan menyalurkan kembali dalam 
bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam operasional 
sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan- 
batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan. 


Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan 
nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling mem- 
butuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan 
dan transaksi di bidang perkreditan. 


Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank 
sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya dapat berupa 
kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan 
jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya. Hubungan 
antara debitur dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan 
interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau 
lebih lazim dikenal dengan kredit. 


Pemberian kredit diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa: 


“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang men- 
dalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 
dengan yang diperjanjikan”. | 

Keyakinan yang harus dimiliki oleh bank adalah dalam membangun 
suatu kepercayaan, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi. Infor- 
masi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang 
dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Sedangkan pihak nasabah 
sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai 
fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut keberadaan banknya sendiri. 
Informasi-informasi dari kedua belah pihak akan membentuk “kesepakatar”, 
dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. 


Selain itu pula disebutkan pada ayat (2) bahwa bank umum wajib memiliki 
dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip 
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Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
Kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya, atau credo 
atau creditum yang berarti saya percaya.” Dengan mempertimbangkan arti 
dari kredit itu sendiri dan disesuaikan dalam proses pemberian kredit bank 
pertama-tama didasarkan pada keyakinan bank terhadap debitur, selanjutnya 
pada Pasal 8 ayat (2) di atas, bank dikatakan wajib untuk mengikuti peraturan 
dari Bank Indonesia. Bank diwajibkan untuk mengikuti peraturan dari Bank 
Indonesia, karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa: 


“Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang merupakan lembaga negara 
yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang 
sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, 
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur, dan menga- 
wasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the resort.” 


Pengawasan dan pengaturan perbankan merupakan wewenang dari Bank 
Indonesia, namun terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan penga- 
wasan sudah tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 


Selanjutnya terkait kelayakan dan pemberian kredit di atas, kredit tetap 
harus memperhatikan tentang empat unsur dalam kredit itu sendiri, yaitu 
kepercayaan, waktu, tingkat risiko dan prestasi.' Unsur ketiga tingkat risiko 
merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari 
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 
kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang 
diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya." Risiko ini banyak 
ditemukan dalam praktik, yaitu banyak pula dijumpai debitur yang tidak 
memenuhi prestasinya ketika diharuskan untuk membayar kembali uang yang 
dipinjamkan oleh bank. 


Dalam rangka untuk mencegah terjadinya masalah dalam hal kredit 
perbankan, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan perse- 
14 Johanes Ibrahim, (2), op. cit., hlm. 91. 

8 Thomas Suyatno, et. al, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007, hlm. 14. 


9 lIbid. 
10 Ibid. 
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tujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan 
kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five Cs." Collateral 
(jaminan) adalah salah satu dari lima kriteria yang dianalisis, tujuannya 
adalah untuk menentukan apakah jaminan yang diberikan oleh debitur 
sebanding dengan kredit yang diminta. Jaminan perbankan dapat berupa 
jaminan perorangan” dan jaminan kebendaan. Bentuk jaminan perbankan 
dapat berupa benda yang tidak bergerak" maupun benda bergerak berwujud 
maupun yang tidak berwujud." 


Fasilitas kredit yang diterima debitur tidak luput dari berbagai persyaratan 


dari pihak bank, dan selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad 
kredit. 


Perjanjian kredit bank, belum terdapat pengaturannya secara khusus, 
sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang 
mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri, debitur lebih diarahkan oleh bank 
untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh 
bank tersebut. Fasilitas kredit hendaknya dapat memberikan manfaat penuh 
apabila sesuai dengan kebutuhan debitur. 


Untuk menjembatani antara kebutuhan debitur dan fasilitas kredit yang 
dapat diberikan oleh bank, hendaknya debitur dapat mempelajari terlebih 
dahulu jenis-jenis fasilitas kredit, karakteristik, dan cara penggunaannya. 


11 Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 68. 
12 Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu, terhadap harta 
kekayaan debitur seumumnya. Lihat Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual 
Sebagai Jaminan dalam Perbankan, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 19. 
Contoh jaminan perorangan adalah borgtocht. 

13 Benda tidak bergerak terbagi atas tiga golongan, yaitu: (1) benda tidak bergerak karena 
sifatnya (Pasal 506 KUH Perdata) misalnya, tanah dan segala sesuatu yang melekat atau 
didirikan di atasnya, (2) benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pema- 
kaiannya (Pasal 507 KUH Perdata) misalnya, pabrik dan barang-barang yang dihasilkan, 
penggilingan-penggilingan dan sebagainya: dan (3) benda tidak bergerak karena ketentuan 
undang-undang (Pasal 508 KUH Perdata) misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas 
kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tana, hak numpang karang, hak usaha, 
dan lain-lain. Lihat Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang 
Memberi Kenikmatan Jilid 1, Jakarta: Ind-Hil-Co., 2005, hlm 43-44. 

14 Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan 
atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang 
melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud dan 
tidak berwujud. Lihat Indra Rahmatullah, op. cit., hlm. 18. 

Contoh untuk benda bergerak berwujud antara lain seperti mobil, motor, komputer, dan 
laptop. Sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud contohnya adalah seperti hak 
kekayaan intelektual, cek, wesel, saham, obligasi dan tagihan. 
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Berbagai fasilitas kredit yang umumnya diberikan bank, penulis merang- 
kum dari berbagai penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 
lapangan (field research) dan dikelompokan menjadi Kredit Rekening Koran 
(KRK), kredit Term Loan terdiri atas Demand/Call Loan dan Time/Fixed 
Loan, kredit konsumer terdiri atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit 
Kendaraan Bermotor (KKB). 


Buku ini meninjau aspek-aspek hukum dan ekonomi yang berkaitan 
dengan pemberian fasilitas-fasilitas kredit perbankan dan pengetahuan praktis 
yang yang merupakan pedoman perkreditan berkenaan dengan penjabaran 
prestasi dan kontra prestasi dalam penerapannya yang harus dilakukan oleh 
para pihak. 

Bab 1 tentang Pendahuluan dibahas mengenai latar belakang bank sebagai 
lembaga yang menunjang perekonomian secara berkelanjutan (suitainable) dan 
urgensi kredit untuk meningkatkan nilai barang dan jasa dalam masyarakat. 


Bab 2 membahas akses perkreditan dalam praktik perbankan dimana 
diuraikan pengertian kredit dan fungsinya dalam perekonomian dimulai dari 
pengertian dan unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, dan prinsip- 
prinsip pemberian kredit (5 C, 5 P, dan 3 R). Selanjutnya menjelaskan tentang 
proses pemberian kredit yang dilakukan para pelaku usaha bank, diakhiri 
dengan pembahasan urgensi jaminan dan berbagai jaminan, baik kebendaan 
ataupun perorangan di dalam praktik perbankan. | 


Bab 3 membahas kebijakan pemerintah dalam akses perkreditan agar 
pemberian kredit sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh undang- 
undang dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Perkreditan 
tentunya memerlukan adanya manajemen kredit yang baik agar kredit dapat 
memberikan hasil yang optimal, dan menghindari berbagai risiko kredit 
dengan melakukan proses mitigasi kredit agar dapat meminimalisasi ter- 
jadinya kredit bermasalah (non Performing Loan). 


Bab 4 membahas tentang perjanjian kredit bank dalam hukum perjanjian 
nasional merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan kebutuhan 
masyarakat, akan tetapi landasan hukumnya tetap masih merujuk pada KUH 
Perdata dikarenakan belum adanya undang-undang secara khusus. Perjanjian 
kredit bank dalam praktik tetap dikuasai oleh pihak yang memiliki posisi tawar 
atau bargaining position yang kuat yaitu bank, sehingga yang dipergunakan 
tetap merupakan perjanjian standar atau baku, yang perumusan klausula 
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ditentukan oleh pihak bank. Terakhir dalam perjanjian kredit bank selalu ada 
subjek dan objek hukumnya, yaitu subjek hukum ditinjau dari pemberi kredit 
atau kreditur yaitu bank dan penerima kredit atau debitur yaitu pribadi, badan 
usaha atau badan hukum. Sedangkan objek hukum dari perjanjian kredit yaitu 
beragam fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank. 


Bab 5 membahas fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK), di mana fasilitas 
ini merupakan kredit yang sangat umum dalam penggunaan untuk modal 
kerja, dibahas dari pengertian dan karakteristiknya, rumusan, dan kajian atas 
perjanjian kredit dan cara penata-bukuannya. 


Bab 6 membahas fasilitas Kredit Demand Loan di mana fasilitas ini 
merupakan kredit yang cukup dikenal masyarakat bisnis, digunakan untuk 
modal kerja, tetapi penarikannya disesuaikan dengan arus kas atau cash 
flow perusahaan. Pembahasan dimulai dari pengertian dan karakteristiknya, 
rumusan dan kajian atas perjanjian kredit dan cara penata-bukuannya. 


Bab 7 membahas fasilitas Kredit Fixed Loan di mana fasilitas ini meru- 
pakan fasilitas kredit yang sering digunakan masyarakat bisnis untuk investasi, 
yang penarikannya secara sekaligus dan seketika pada saat penanda-tangan 
perjanjian kredit, dapat dilunasi pada akhir tenggang waktu perjanjian atau 
diangsur sesuai jadual yang disepakati bersama. Pembahasan dimulai dari 
pengertian dan karakteristiknya, rumusan dan kajian atas perjanjian kredit 
dan cara penata-bukuannya. 


Bab 8 membahas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu kredit 
konsumtif yang memiliki pangsa pasar sangat luas, dikarenakan kebutuhan 
papan merupakan yang sangat utama dan prinsipiil. Fasilitas Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) merupakan bentuk fasilitas kredit jangka panjang yang memiliki 
keunikan tersendiri dan sangat prospektif bagi bank, sehingga semua bank 
selalu menyediakan fasilitas kredit ini untuk kebutuhan masyarakat. Pem- 
bahasan dimulai dari pengertian dan karakteristiknya, rumusan dan kajian 
atas perjanjian kredit dan cara penata-bukuannya. 


Bab 9 yang merupakan Penutup dari kesimpulan dari seluruh uraian 
yang telah dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, dan beberapa sumbangsih 
pemikiran penulis tuangkan dalam kesempatan ini. 
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AKSES PERKREDITAN 
DALAM PRAKTIK 
PERBANKAN 


A. KREDIT DAN FUNGSINYA 


1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit 


Kredit berasal dari bahasa Romawi credere yang berarti percaya atau credo 
atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit 
adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur. 


Blacks Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah: 


“Ihe ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, 
inconseguence of the favourable opinion held by the particular lender, as to 
his solvency and reliability”. " 


Pengertian kredit menurut Collins Dictionary Law adalah: 


“1. to put money into apersons account, in contrast to debit which is the taking 
of money from an account. 2. A period given to someone before he has to make 
payment. 3. In the law of evidence, credit is synonymous with credibility: 
Objections that were formely sufficient to make a witness incompetent are 
now, in general, only available as affecting his credit or worthiness to be 
believed 
Dari Kamus Hukum Ekonomi adalah: 
“Kecakapan atau kelaikan seseorang atau suatu perusahaan untuk men- 
dapatkan pinjaman uang, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang 
15 Henry Black Campbell, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing 
Co, 1990, him.367. 


16 W.J. Steward and Robert Burgess, Collin Dictionary Law, Sidney: Harper Collins Publisher, 
1996, hlm.108. 
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dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam 
antara kreditur dengan debitur” 


Mariam Darus Badrulzaman memberikan beberapa arti kredit dari literatur: 


Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara Jain adalah: 

1) Sebagai dasar dari setiap perikatan di mana seseorang berhak menun- 
tut sesuatu dari orang lain, 

2) Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada 
orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang dise- 
rahkan itu (commodatus, depositus, regulare, pignus). 

Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: 

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara 

bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan 

pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan 
jumlah pinjaman itu di belakang hari ” 


M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan 
dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai 
ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut. 


Selanjutnya dikatakan bahwa dapat disimpulkan empat elemen yang 


penting yaitu sebagai berikut. 


ad. 
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Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi 
kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis. 
Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan 
debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu di 
belakang hari. 

Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi 
kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa 
pinjamannya mungkin tidak akan dibayar. 

Sebegitu jauh ia bersedia menanggung risiko, bila pemberi kredit menaruh 
kepercayaan terhadap peminjam. Risiko dapat dikurangi dengan meminta 
kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun 
sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit. 


A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm. 27. 


Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 21-22. 
Ibid., him. 21—22. | 
Ibid., him. 21—22. 


Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sarjana lain Rolling G. Thomas menyebutkan bahwa arti kredit sebagai 
berikut: in general sense, credit is a based on confidence in the debtor ability to 
make a money payment a some future time.'Yaitu bahwa kredit didasarkan 
kepada kepercayaan akan kemampuan debitur untuk membayar pada masa 
mendatang. Selain itu juga Tucker menyebutkan bahwa arti kredit adalah: 


“Ihe transfer of something valuable to another, whether money, goods or 
services in the confidence that will be both willing and able, at a future day, 
to pay its aguivalent”.? 

Selanjutnya Achmad Anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut: 


“Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi 
(jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang 
dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa yang berupa biaya)”? 


Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi 
(misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi 
pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah 
prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang 
menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan 
penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keun- 
tungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas 
didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran 
ekonomi dimasa-masa mendatang.“ 


Pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, Pasal 1 butir 11, kredit adalah: 


“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". 


21 Dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, ibid., hlm.21-22. 

22 Hadiwidjadja dan Rivai Wirasasmita, Analis Kredit, Bandung: Pionir Jaya, 1990, hlm. 6. 

23 Achmad Anwari, Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Jakarta: Balai Aksara, 
1980, him. 14. 

24 O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Jakarta: Aksara Perdana Indonesia, 1988, 
him. 91. 
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Sedangkan pengertian pembiayaan dalam Pasal 1 butir 12 adalah: 


“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil”. 


Dari pengertian di atas, terdapat beberapa hal yang patut untuk diper- 
hatikan: | 
— Pertama, kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang 
nilainya diukur dengan uang, misalnya bank memberikan kredit untuk pem- 
belian rumah atau mobil. 


Kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima 
kredit atau debitur, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit, 
di mana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. 


Ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang 
berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh 
bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konven- 
sional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang 
berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. 


Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam 
kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 


a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 
diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu 
yang diperjanjikan. 

b. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan 
pelunasannya di mana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu 
telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur. 

Cc. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi 
pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian 
kredit antara bank dan debitur berupa uang dan bunga atau imbalan. 

d. Risiko yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu 
antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk meng- 
amankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wan 
prestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan atau agunan. 
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Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita, unsur-unsur kredit dapat 


dirinci sebagai berikut. 


a. 


219 


Zi 


Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan 
bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut 
kreditur. 

Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam 
uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur. 

Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur. 

Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 
Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 
barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh 
debitur. 

Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti dibi- 
carakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (uncertainty) 
untuk masa yang akan datang. 


Tujuan dan Fungsi Kredit 


Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu dan biasanya 


dicantumkan sebagaimana nama atau fasilitas itu diberikan, misalnya Kredit 
Ekspor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan 
Bermotor (KKB) dan sebagainya. | 


Di sisi lainnya tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari 


misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit 


adalah: 
1) Zakat: 
2) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebe- 


3) 


lumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri 
dengan fasilitas kredit yang ada, hal ini jelas akan menghemat devisa 
negara, dan 

Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 
digunakan untuk keperluan ekspor.“ 


Kredit selalu bertujuan, karena tidak mungkin kreditur memberikan 


kredit tanpa tujuan dan dapat dipergunakan apa saja oleh debitur. Bank 


25 


Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, 
hlm.95 
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dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit 
tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah 
disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri. Umumnya 


bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberi- 
kan kepada debitur, tetapi dalam praktik perbankan hal tersebut sering 
diabaikan berhubung bank lebih mementingkan pertumbuhan kredit untuk 


meningkatkan portfolionya. 


14 


Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, fungsi kredit secara luas adalah: 


Kredit untuk meningkatkan daya guna uang. 

Dana yang dihimpun oleh bank akan bermanfaat jika bank dapat menya- 
lurkannya dalam bentuk kredit terhadap para debitur berdasarkan studi 
kelayakan yang tepat. 


Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Melalui kredit peredaran uang kartal ataupun uang giral akan lebih ber- 
kembang. Kredit menciptakan kegairahan berusaha sehingga peng- 
gunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif. Salah 
satu contoh pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) oleh bank 
kepada debitur memiliki pengertian, bahwa dengan ditandatangani 
perjanjian kredit seketika telah beredar uang giral baru di masyarakat 
sejumlah maksimum Kredit Rekening Koran (KRK) tersebut. 


Kredit akan meningkatkan daya guna barang. 
Kredit dapat digunakan oleh produsen untuk memproduksi atau mengo- 
lah barang menjadi bermanfaat. 


Kredit akan meningkatkan peredaran barang. 
Kredit dapat memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah 
lainnya. 


Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Kredit yang disalurkan oleh perbankan harus diarahkan kepada sektor- 
sektor produktif yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak. Selain 
itu kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan 
oleh masyarakat, meningkatkan kegairahan ekspor yang menunjang per- 
olehan devisa bagi negara. 
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B. 


Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegu- 
naan potensi-potensi ekonomi yang ada.” 

Bantuan kredit, akan mendorong para pengusaha seperti perindustrian 
untuk berproduksi atau meningkatkan produksinya dengan mengaktifkan 
potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya. 


Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
nasional.” 

Kredit dapat meningkatkan usaha dan peningkatan usaha berarti pening- 
katan profit, sehingga pendapatan akan meningkat pula yang berimbas 
pajak perusahaan akan bertambah. Selain itu berbagai kebijakan yang 
menunjang ekspor dalam bentuk Kredit Ekspor akan menggairahkan 
kegiatan ekspor untuk menghasilkan tambahan devisa bagi negara. 


Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.? 

Bank sebagai lembaga yang menyalurkan kredit tidak saja bergerak di 
dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara yang telah kuat pereko- 
nomiannya dalam hubungan persahabatan biasanya memberikan bantuan 
dana kepada negara berkembang yang sedang membangun. Salah satu 
caranya berupa bantuan kredit yang berdampak akan mempererat 
hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara. 


PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT 


Di dalam pemberian kredit oleh suatu bank, sebelumnya dilakukan penilaian 


atas permohonan kredit tersebut. Maksud penilaian terhadap permohonan 


kredititu, pertama untuk meletakkan kepercayaan, dan kedua untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui 
untuk diberikan. Dengan penilaian kredit ini diharapkan pemberian kredit 


ini tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. 
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Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit terdiri atas: 


Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, op.cit., hlm. 9. 


Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.5-9. 
Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit, Jakarta: Bina Aksara, 
1989, him.6-9. 
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